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BAB IV 

ANALISIS RELEVANSI HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM 

ISLAM 

 

A. Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di 

Indonesia 

Gagasan hukum progresif lahir di tengah-tengah kegalauan dan 

karena itu lebih sarat dengan keinginan untuk bertindak daripada suatu 

kontemplasi abstrak. Namun demikian, karena ia dilontarkan dan berasal 

dari komunitas akademik, maka pemikirannyapun perlu bersifat komprehensif 

dan di sini pemikiran teoritispun tak dapat ditinggalkan. 

Hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali cara-

cara berhukum di masa lalu. Cara berhukum merupakan perpaduan dari 

berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang 

digunakan, pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori-teori 

tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, 

seperti tekad dan kepedulian, keberanian, determinasi, empati serta rasa-

perasaan. 

Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum memang sedikit berbeda 

dengan tokoh dan praktisi hukum lain yang sebagian besar menganut aliran 

positivistik dan legalistik. Namun pemikiran hukum progresif yang dianut 

Prof Tjip itu sebenarnya tidak bertentangan dengan aliran positivistik, 

melainkan bersifat komplementer atau melengkapi. Hukum progresif 
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memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedur, formalitas, dan 

kepastian hukum secara formal, namun bagaimana hukum dapat menyentuh 

rasa keadilan masyarakat. 

Penegakan hukum di Indonesia merupakan entitas yang tidak 

terpisahkan dalam perkembangan tata dan sistem hukum di Indonesia. 

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari riak sejarah 

bangsa, mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan pasca 

kemerdekaan. Harus diakui bahwa mekanisme dan implementasi penegakan 

hukum kita masih banyak celah dan kekurangan. Sebagai contoh, dalam kasus 

pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum cenderung masih sangat lemah.  

Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa fakta bahwa ada sebagian 

oknum aparat (polisi) yang belum kebal dengan suap, aparat yang tidak 

bijaksana dalam melakukan tindakan, serta hubungan antara aparat kepolisian 

dengan pengendara yang cenderung resisten. Contoh lain dapat ditunjukkan 

dari beberapa kasus yang melibatkan oknum jaksa nakal, yang paling 

mendapat sorotan adalah Jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis bersalah oleh 

Pengadilan Tipikor dengan pidana penjara 20 tahun.1  

Dari kasus Jaksa Urip, kita memperoleh gambaran -tanpa 

menggeneralisasi- bahwa masih ada oknum jaksa yang memanfaatkan 

kewenangan yang dimilikinya untuk memanipulasi hukum sehingga pihak-

pihak yang berpotensi dijerat hukum karena pelanggaran pidana dapat dengan 

mudah lepas dan menghirup udara bebas tanpa ada rasa khawatir.  
                                                 

1 Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyebut peristiwa 
penangkapan Urip Tri Gunawan salah satu koordinator Tim Jaksa BLBI Gedung Bundar dengan 
istilah Tjunami Kejaksaan. 
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Salah satu permasalahan yang cukup riskan dalam penegakan hukum 

di Indonesia adalah banyaknya aturan dalam hukum formil (hukum acara) 

yang menimbulkan banyak penafsiran, sehingga berdampak pada kekaburan 

peraturan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan aturan tersebut. Sebagai 

contoh, kasus PK oleh Jaksa dalam kasus Mukhtar Pakpahan pada tahun 1996 

merupakan PK pertama yang diajukan oleh jaksa dalam sejarah penegakan 

hukum di Indonesia,2 kemudian PK jaksa terhadap vonis bebas Djoko Tjandra 

dan Sjahril Sabirin yang akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung.  

Banyak pihak yang mempertanyakan bahkan mengkritik keras 

tindakan jaksa tersebut, karena menurut mereka Pasal 263 ayat (1) KUHAP 

secara tegas menyebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan PK adalah 

terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi, pendapat ini mendapat perlawanan 

dari beberapa pakar hukum. Paustinus Siburian (2009) misalnya 

mengemukakan bahwa jika dibaca dengan seksama ketentuan pasal 263 

KUHAP, maka Jaksa dapat mengajukan PK dengan ketentuan bahwa 

terdakwa divonis bersalah oleh hakim, akan tetapi tidak diikuti dengan 

pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP.  

Sementara itu, Wisnubroto (2009) mengemukakan bahwa PK dapat 

diajukan oleh jaksa jika situasi perkara adalah anomali atau tidak biasa 

                                                 
2 Oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta, Mukhtar Pakpahan dijatuhi 

sanksi pidana atas tuduhan berbuat makar pada masa Soeharto. Dalam tingkat kasasi di Mahkamah 
Agung, Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar. Menurut MA, para hakim di bawah telah 
melakukan penerapan hukum yang salah dengan menggunakan yurisprudensi yang sudah ada sejak 
zaman kolonial Belanda. Dan secara sosiologis, hal itu keliru jika diterapkan pada penduduk suatu 
bangsa yang sudah merdeka dan sudah mulai menjalankan demokrasi dan memperhatikan hak 
asasi manusia. Lihat juga penjelasan Suteki, Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto 
Rahardjo. Makalah diunduh pada tanggal 15 Februari 2011. 
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(extraordinary crime), misalnya pelanggaran HAM berat, kejahatan 

lingkungan, dan korupsi. Kontroversi apakah jaksa berhak mengajukan PK 

atau tidak sudah cukup menggambarkan kepada kita bahwa betapa masih 

banyak aturan atau ketentuan dalam hukum acara yang multi tafsir dan 

menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian pelaksanaannya.  

Satjipto Rahardjo sebagai tokoh yang mencetuskan ide hukum 

progresif telah menanamkan dasar-dasar sistem hukum modern yang holistik 

dan berorientasi pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan. 

Kritik atas model penegakan hukum yang hanya “mengeja undang-undang” 

oleh Satjipto Rahardjo dijabarkan dengan proposisi filsafati, yaitu penegakan 

hukum harus dilakukan sebagai kegiatan penemuan hukum; suatu proses 

untuk menggali dan menemukan jiwa hukum itu sendiri, sehingga hukum 

tidak dijalankan secara pasif.  

Lebih lanjut, hukum dalam perspektif hukum progresif merupakan 

upaya berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan berkeadilan. Ufran 

mengemukakan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya melibatkan 

kecerdasan intelektual belaka, melainkan juga melibatkan kecerdasan 

emosional dan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum merupakan upaya 

yang dilandasi determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan 

bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain yang berbeda 

dengan jalan atau cara konvensional.  

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum progresif telah ada dan 

mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukum. Kepolisian misalnya 
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secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogan yang esensinya 

membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakat. Kampanye institusi 

polisi sebagaimitra dan pelayan masyarakat merupakan upaya sistemik yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian sekaligus 

mengembangkan kerja sama yang padu dengan masyarakat dalam 

menegakkan hukum.  

Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh LSM-LSM 

semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upaya penegakan supremasi 

hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, MTI, dan LBH semakin 

menunjukkan kontribusinya dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia. 

Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penegak hukum yang dianggap 

lamban dan tidak serius dalam menangani perkara. Bila fungsi ini dapat 

dijalankan dengan lebih baik lagi, konstruksi kultur hukum di masyarakat 

melalui pendidikan dan penyadaran (kontemplasi) hukum masyarakat.  

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya merupakan aset 

dalam menghidupkan penegakan hukum yang progresif. Sejatinya, untuk 

membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik diperlukan kerja sama 

dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiap unsur akan menggerakkan 

roda penegakan hukum secara berkelanjutan.  

Dalam konteks ini pula, penegakan hukum progresif harus dilihat 

sebagai upaya menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya pada unsur struktur 

dan kultur hukum, melainkan merangsek ke unsur substansi hukum, terutama 

hukum formil. Pembaruan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang 
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sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat merupakan 

keniscayaan, sehingga esensi penegakan hukum progresif benar-benar dapat 

dilaksanakan. 

 

B. Analisis Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam  

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa Hukum progresif 

mempunyai empat karakteristik yaitu: 

1. Hukum progresif berpendirian hukum adalah untuk manusia 

2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam 

berhukum 

3. Peradaban hukum tertulis akan melahirkan akibat penerapan hukum 

bekerja seperti mesin. Harus ada cara untuk melakukan pembebasan dari 

hukum formal. 

4. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku 

manusia dalam berhukum. Karena peranan perilaku menentukan teks 

formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.3  

Menurut penulis, karakteristik utama dari hukum progresif terdapat 

pada dua nomor pertama (1 dan 2). Sedangkan karakteristik nomor 3 adalah 

karakteristik turunan dari karakteristik nomor 2. Adapan karakteristik nomor 4 

tidak lain adalah turunan dari karakteristik pertama. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik inti dari hukum progresif adalah hukum 

                                                 
3 Rangkuman karakteristik ini juga terdapat pada artikel Mukhtar Zamzami, Mencari 

Jejak Hukum Progresif dalam sistem Khadi Justice, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286 
(September 2009), hlm. 23. 
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untuk kepentingan manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam 

berhukum. 

Jika melihat kepada asas hukum Islam secara umum sebagaimana 

pendapat dari Hudari Bik, yaitu ‘adamul harj (meniadakan kesempitan), taqlil 

al-taklif (menyedikitkan beban), dan tadarruj fi al-tasyri’ (berangsur-angsur 

dalam menetapkan hukum), maka ketiga asas pembangunan hukum Islam itu 

dekat sekali memiliki kesesuaian dengan karakteristik pertama dari hukum 

progresif, yaitu hukum untuk manusia.  

Asas meniadakan kesempitan dan menyedikitkan beban yang juga 

didukung oleh kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqah tajlib al-taysir 

(kesulitan mendorong kemudahan) dan al-dlarar yuzalu (kerusakan harus 

dihilangkan) menunjukan bahwa syariat Islam memiliki perhatian yang sangat 

besar terhadap kemudahan dan keringanan hukum bagi manusia. Hal ini 

berarti, hukum Islam memposisikan hukum bagi kemaslahatan manusia, hal 

ini sesuai dengan semangat dari hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia.  

Pembangunan hukum Islam juga sangat memperhatikan perilaku 

manusia dalam berhukum sebagaimana salah satu karakteristik dari hukum 

progresif (karakteristik ke empat). Hal ini dibuktikan dengan adanya asas 

berangsur-angsur dalam mendatangkan hukum. Contoh dari penerapan asas ini 

adalah mengenai pengharaman khamar yang tidak sekaligus turun dalam satu 

kali perintah, melainkan beberapa kali. Hal ini dikarenakan untuk menghindari 

penolakan secara radikal dari masyarakat yang menjadi objek perintah ini. 

Karena masyarakat ketika itu sudah terbiasa meminum khamar sehingga sulit 
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untuk merubahnya sekaligus. Maka mengingat perilaku masyarakat yang 

demikian, maka hukum keharaman khamar tidak turun dalam sekali waktu 

saja.  

Selanjutnya, terkait dengan karakteristik kedua dari hukum progresif 

yang menolak adanya status quo dalam berhukum, maka menurut penulis, 

karakteristik ini sesuai dengan adanya ijtihad di dalam fikih. Alasan logis dari 

adanya ijtihad adalah dikarenakan setiap masalah berbeda-beda tergantung 

tempat, waktu maupun kondisi yang melingkupinya dan selalu muncul 

masalah-masalah baru yang membutuhkan jawaban segera. Menganggap 

bahwa semua permasalahan telah dijawab oleh kitab-kitab fikih menurut 

penulis adalah sama dengan memposisikan kitab-kitab fikih dalam status quo.  

Dalam konteks Indonesia, maka gagasan para tokoh di Indonesia 

yang berusaha menyingkirkan anggapan bahwa ijtihad telah tertutup dan 

menggagas fikih yang berkepribadian Indonesia bisa digolongkan kepada 

penerapan asas menolak status quo dalam berhukum. 

Peranan ijtihad sangat besar dalam perkembangan dan pembaruan 

hukum Islam di Indonesia. Langkah awal yang dilaksanakan oleh para 

pembaru hukum Islam di Indonesia adalah mendobrak paham ijtihad telah 

tertutup, dan membuka kembali kajian-kajian tentang hukum Islam dengan 

metode komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Fikih yang dihasilkan oleh mujtahid pada masa lalu adalah suatu 

karya agung yang dapat memandu kehidupan umat dalam segala bidangnya, 

karena ia dipahami dan dirumuskan sesuai dengan keadaan dan kondisi pada 
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masa itu. Namun waktu, kondisi dan tempat yang dihadapi umat sekarang 

sudah berbeda dengan waktu, kondisi dan tempat dirumuskannya fikih 

tersebut. Oleh karena itu, fikih lama itu secara tekstual sulit dijadikan panduan 

kehidupan beragama secara utuh pada saat ini. Karenanya fikih lama sulit 

diterapkan pada saat ini, sedangkan umat sangat membutuhkannya.4 

Hampir di seluruh umat Islam sudah berpikir untuk mengaktualkan 

hukum Islam dengan cara memahami semua hukum Islam untuk 

menghasilkan rumusan baru sehingga dapat menjadi panduan dalam 

kehidupan nyata. 

Gagasan agar fikih yang diterapkan di Indonesia harus 

berkepribadian Indonesia dicetuskan oleh Hasbi ash-Shiddieqy. Menurut 

Hasbi ash-Shiddiqy, dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu 

dilaksanakan metode talfiq5 dan secara selektif memilih pendapat mana yang 

cocok dengan kondisi negara Indonesia. Di samping itu perlu digalakkan 

metode komparasi.6 Kajian komparasi ini hendaknya dilakukan juga dengan 

hukum adat dan hukum positif Indonesia, juga dengan syari’at agama lain.  

Sehubungan dengan hal ini, seorang yang ingin melakukan kajian 

komparasi hendaknya mempunyai pengetahuan yang luas dalam berbagai ilmu 

                                                 
4 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, (Ed) Abdul Halin, Jakarta: Ciputat Press, 

2002, hlm. 76. 
5 Yang dimaksud dengan talfiq adalah meramu beberapa pemikiran atau ijtihad ulama 

terdahulu, sehingga dengan ramuan ini muncul satu bentuk lain yang kelihatannya baru. Hal ini 
ditempuh karena bila diambil dari satu mazhab tertentu dalam menghadapi suatu masalah terlihat 
ada hal-hal yang tidak aktual. Fikih-fikih yang ada ini di samping mengandung hal-hal yang sudah 
tidak aktual masih banyak pula mengandung bagian-bagian yang bersifat aktual. Bagian-bagian 
yang mengandung daya aktual dari beberapa aliran fikih itu digabung menjadi satu hingga 
masalahnya dalam bentuk keseluruhan menjadi aktual dalam arti mengandung nilai-nilai maslahat. 

6 Yaitu metode memperbandingkan satu pendapat dengan pendapat lain dari seluruh 
aliran hukum yang ada atau yang pernah ada, dan memilih yang lebih baik dan lebih dekat kepada 
kebenaran serta didukung oleh dalil yang kuat. 
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pengetahuan dan juga mengetahui secara lengkap tentang berbagai masalah 

fikih. 

Gagasan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak para 

pembaru hukum Islam di Indonesia, baik secara perorangan maupun secara 

organisasi. Di Indonesia dikenal beberapa orang pembaru hukum Islam yang 

banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, 

diantaranya Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, 

Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan lain-lain. Para tokoh ini berjasa 

begitu besar dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia terutama dalam 

hal memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legalisasi nasional dan juga 

ide lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan oleh 

umat Islam pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.  

Di samping itu, organisasi Islam seperti Nahdhatul Ulama, 

Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Jamiatul Wasliyah, al-Irsyad, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

pembaruan hukum Islam di Indonesia dan telah berusaha semaksimal mungkin 

agar hukum Islam dapat masuk ke dalam legalisasi hukum nasional. 

Fleksibelitas perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia 

sangat relevan dengan memperkenalkan etos progresivisme dalam dinamika 

dan kristalisasi hukum Islam. Implikasi dari corak pemikiran progresif ini 

adalah pembebasan manusia dari hal-hal yang bersifat mitologis, pasif 



122 
 

maupun agresif-konservatif. Atas dasar etos progresif ini, diakui kapasitas 

manusia yang memiliki segenap kebebasan (free will, free act). 

 

 
 

 


